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Abstrak :    - bahwa penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam 

negeri merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan program 
hilirisasi nasional yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam 
mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Bahwa upaya 
pemerintah dalam mendorong penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian 
mineral logam di dalam negeri pada 10 Juni 2023 mengalami kendala karena 
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak 
langsung pada keterlambatan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian 
mineral logam di dalam negeri. Bahwa untuk mendorong dan memastikan 
penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri 
yang sedang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan tahap kegiatan 
operasi produksi mineral logam dan izin usaha pertambangan khusus tahap 
kegiatan operasi produksi mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, dan 
seng, perlu mengatur mengenai kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian 
mineral logam di dalam negeri. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta 
memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat internal pada 
tanggal 3 April 2023 dan 28 April 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas 
Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri, 

- Dasar Hukum Permen ini adalah: 
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 39 Th 2008; UU No. 4 Th 2009 jis UU No. 6 
Th 2023; PP No. 96 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 25 Th 
2018 jis Permen ESDM No. 17 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021. 

- Kepmen ini mengatur mengenai: 
Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelanjutan 
pembangunan fasilitas pemurnian Mineral logam di dalam negeri yang sedang 
dilakukan oleh Pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam 
atau Pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas 
tembaga, besi, timbal, atau seng yang sedang membangun dan berkomitmen 
menyelesaikan pembangunan fasilitas Pemurnian sendiri atau bekerja sama 
untuk membangun fasilitas pemurnian. Dalam mendorong kepastian 
penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian tersebut, Pemerintah 
memberikan kesempatan Penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri sampai 
dengan tanggal 31 Mei 2024. 

Untuk mendapatkan rekomendasi penjualan hasil pengolahan, pemegang IUP 
tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau pemegang IUPK tahap 
kegiatan Operasi Produksi Mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau 
seng harus mengajukan permohonan rekomendasi kepada Menteri ESDM melalui 
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk kemudian dilakukan evaluasi. 

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas 
nama Menteri ESDM memberikan persetujuan atau penolakan permohonan 
rekomendasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja 



terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. Dalam hal 
permohonan rekomendasi ditolak, penolakan disampaikan secara tertulis kepada 
pemohon disertai dengan alasan penolakan. 

Pedoman pelaksanaan permohonan, evaluasi, dan persetujuan pemberian 
rekomendasi ekspor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 
a. batasan waktu penjualan hasil Pengolahan Mineral 

logam atau lumpur anoda ke luar negeri, persyaratan pemberian rekomendasi 
ekspor, dan pelaporan bagi pemegang IUP tahap kegiatan Operasi Produksi 
Mineral logam atau pemegang IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral 
logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng yang diatur di dalam 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 
tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang 
Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, mengikuti ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini; dan 

b. pengenaan denda administratif bagi pemegang IUP 
tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral logam atau pemegang IUPK tahap 
kegiatan Operasi Produksi Mineral logam terkait pembangunan fasilitas 
Pemurnian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2023, ditetapkan tanggal 6 Juni 

2023, dan diundangkan tanggal 9 Juni 2023. 
- 1 lampiran : 9 hlm. 


